BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh UPT Terminal Kupang
dan Dinas perhubungan Kota Kupang/ belum menerapkan Sistem Akuntansi
Pemerintah (SAP). Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).

Sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh UPT Terminal Kupang

dan Dinas perhubungan Kota Kupang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Format Laporan Penerimaan Retribusi UPT Terminal Kupang
Mo. karcis
N Hari / tangeal Terminal atsu pos | jumlah karcis Total Eeterangan
Mo pemantan
@ 5000 karcis
Yang menyetor Yang menerima
Bendahara pembantu Bendahara penerima / penvetor
Mengetahui

KEepala UPT Terminal

aumber - UPT Terminal Kupang, 2018
Setelah dilakukan pungutan retribusi oleh JFU (Jabatan Fungsional Umum)

pada terminal Kota Kupang, JFU menyetorkan hasil pemungatan ke Bendahara
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Penerimaan UPT Terminal Kupang, selanjutnya bendahara penerima menyetorkan
ke Dinas Perhubungan Kota Kupang sebagai PAD. Langkah selanjutnya
bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Kota Kupang menerima PAD dari
bendahara UPT Terminal Kupang, selanjutnya dilakukan pencatatan secara manual
yaitu belum menerapkan sistem pencatatan akuntansi sesuai Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP).

Tabel 5.2
Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota
Kupang
Realisasi
Target s/d
Pen'::};er::aan Jenis Penerimaan Penerimaan bulan Bulanini | s/d bulan Pro(soe/n)tase
(Rp) lalu (Rp) ini (Rp) °
(Rp)
4.1.2.02.04 Retribusi jasa usaha terminal
4.1.2.01.09 Retribusi pengujian kendaraan
4.1.2.03.04 Retribusi ijin trayek (izidentil)
4.1.2.02.05 Retribusi parkir khusus
4.1.2.01.08 Retribusi parkir tepi jalan umum
Penerimaan lain — lain
41.2. ..
Jumlah
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang, 2018
Kepala Dinas Perhubungan Bendahara Penerima / Penyetor
Kota Kupang Dishub Kota Kupang

UPT Terminal Kupang melayani pungutan retribusi dari ankot line 2 dan
line 17, dengan jumlah angkot pada line 2 sebanyak 76 angkot, yang aktif
berjumlah 54 angkot dan kurang aktif berjumlah 22 angkot, sedangkan ankot
pada line 17 berjumlah 34 angkot, yang aktif berjumlah 26 angkot dan kurang
aktif berjumlah 8 angkot. Berdasarkan PERDA Kota Kupang No. 17 tahun
2011 untuk tarif retribusi terminal mobil angkutan umum sebesar Rp.
5.000/hari.
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5.2

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Tahun 2014 - 2016
Penentuan target retribusi di terminal Kupang diperoleh dari jumlah angkot
yang aktif beroperasi sebanyak 80 angkot dikali tarif retribusi yang ditetapkan
sebesar Rp. 5.000/angkot/hari (PERDA Kota Kupang No. 17 Tahun 2011)
dikali jumlah hari dalam setahun.
1. Menghitung target dan persentasi selisih target dan realisasi pada tahun
2014:
= 80 angkot x Rp. 5.000/angkot/hari x 365 hari = Rp. 146.000.000
= Realisasi penerimaan pada tahun 2014:Rp. 108.520.000
= selisih target dan realisasi pada tahun 2014: Rp. 37.480.000

o persentasiselisih target dan realisasi pada tahun 2016:

Rp.108.520.000
= B 100%
Rp.146.000.000

=74%
2. Menghitung target dan persentasi selisih target dan realisasi pada tahun
2015.
= 80 angkot x Rp. 5.000/angkot/hari x 365 hari = Rp. 146.000.000
= Realisasi penerimaan pada tahun 2014: Rp. 121.685.000
= selisih target dan realisasi pada tahun 2014: Rp. 24.315.000

o persentasiselisih target dan realisasi pada tahun 2016:

Rp.121.685.000
= P2 v 100%
Rp.146.000.000

=83%
3. Menghitung target dan persentasi selisih target dan realisasi pada tahun
2016:
= 80 angkot x Rp. 5.000/angkot/hari x 366 hari = Rp. 146.400.000
= Realisasi penerimaan pada tahun 2014: Rp. 102.700.000
= selisih target dan realisasi pada tahun 2014: Rp. 43.700.000

o persentasiselisih target dan realisasi pada tahun 2016:

Rp.102.700.000
= STy 100%

Rp.146.400.000

=70%
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Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Tahun 2014 — 2016

Tabel 5.3

Retribusi Terminal
Target L
Real R
Rp) | R Ry | @)
2014 146.000.000 | 108.520.000 37 480.000 74
2015 146.000.000 | 121.685.000 24.315.000 83
2016 146.400.000 | 102.700.000 43.700.000 70

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Kupang, 2018
Berdasarkan tabel 5.3 diatas, Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas

Perhubungan Kota Kupang dari tahun anggaran 2014 sampai 2016 realisasi
retribusi terminal belum mencapai target. Dilihat dari tabel Target dan Realisasi
Penerimaan Retribusi Terminal Kupang pada tahun 2014 presentase penerimaan
retribusi hanya mencapai 74 % yang dikategorikan Tidak Efektif, pada tahun 2015
presentase penerimaan retribusi hanya mencapai 83 % yang dikategorikan Cukup
Efektif sedangkan pada tahun 2016 presentase penerimaan retribusi hanya
mencapai 70 % yang dikategorikan Tidak Efektif.

5.3 Analisis dan Pembahasan

UPT Terminal Kupang melayani pungutan retribusi dari ankot line 2 dan line
17, dengan jumlah angkot pada line 2 sebanyak 76 angkot, yang aktif berjumlah 54
angkot dan kurang aktif berjumlah 22 angkot, sedangkan ankot pada line 17

berjumlah 34 angkot, yang aktif berjumlah 26 angkot dan kurang aktif berjumlah 8
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angkot. Berdasarkan PERDA Kota Kupang No. 17 tahun 2011 untuk tarif retribusi

terminal mobil angkutan umum sebesar Rp. 5.000/hari.

Gambar 5.1

Presentase Realisasi Penerimaan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota
Kupang
Realisasi (%)
85 83
80
75
W Realisasi (%)

70
65
60

2014 2015 2016

Penyebab tidak tercapainya target disebabkan oleh beberapa faktor yakni,
adanya tanggal merah atau hari libur dimana angkot tidak beroperai dan terdapat
beberapa angkot yang mengalami kerusakan atau penyusutan kendaraansehingga
angkot tidak beroperasi.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip — prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Dalam penerapan SAP ada 2 (Dua) basis yang harus digunakan suatu organisasi
pemerintah maupun swasta yaitu berbasis Akrual dan berbasis Kas. Berbasis akrual
adalah teknik pencatatan akuntansi dimana pencatatan dilakukan ketika terjadinya
transaksi walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan seperti untuk pengakuan

aset, kewajiban dan ekuitas dana, Sedangkan berbasis Kas adalah teknik pencatatan
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akuntansi dimana pencatatan hanya dilakukan ketika kas diterima dan dikeluarkan

seperti untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan (UU No.71

tahun 2010).

Sebagai instansi pemerintah Dinas Perhubungan Kota Kupang wajib

menerapkan sistem pencatatan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang

terdiri dari 7 komponen antara lain:

A

B.

Laporan realisasi anggaran

Laporan perubahan saldo anggaran lebih
Neraca

Laporan operasional

Laporan arus kas

Laporan perubahan ekuitas

. Catatan atas laporan keuangan

Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran
dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan
pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para
pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-
sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap

anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:
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1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna

dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas

penggunaan anggaran.

Format Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis SAP seharusnya diterapkan

juga oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang, sehingga Informasi mengenai

realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Format Laporan Realisasi penerimaan daerah pada Dinas Perhubungan Kota

Kupang seperti pada tabel 5.5 sebagai berikut:

Tabel 5.4
Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota
Kupang
Realisasi
Target s/d
Pen':});ﬁﬂtlaan Jenis Penerimaan Penerimaan bulan Bulanini | s/d bulan Pro(s;n)tase
(Rp) lalu (Rp) ini (Rp) 0
(Rp)
4.1.2.02.04 Retribusi jasa usaha terminal
4.1.2.01.09 Retribusi pengujian kendaraan
4.1.2.03.04 Retribusi ijin trayek (izidentil)
4.1.2.02.05 Retribusi parkir khusus
4.1.2.01.08 Retribusi parkir tepi jalan umum
Penerimaan lain — lain
41.2. ..

Jumlah

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang, 2018

Berdasarkan tabel 5.5 tersebut diatas menunjukan bahwa Laporan Realisasi

Penerimaan Daerah Dinas Perhubungan Kota Kupang belum menerapkan format

laporan realisasi anggaran berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Seharusnya dinas

perhubungan kota menerapkan laporan realisasi penerimaan sesuai format pada tabel

5.6 sebagai berikut:
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TABEL 5.5

PENERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dun 2000

(Dalien Rugeah)

&

R N B s e N s L S s s SRR Y R T BERN R R R E RN ESE S rnrs o adeoNonswn

q

Realisasi
20x1

F

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pandigitan Rutritusi Daerah
Pardipatan Hicl Pengalolaen Kakiyian Dasrah yarg Diptsatian
Lainslais PAD yary s

Jumluh Pendepatan Asi Daerah (3 sid 6)

PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PENERINTAH PUBAT - DANA PERIMBANGAN
Oiew Buagy Hase Papan
Dana Bagy Hasil Surmber Dayn Alan
Diana Alokisd Unum
D Alokisd Khusus
Jussluh Pendagatan Teaedler Dana Perimbangan (11 8 14)

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
amm
Jusslah Pendapatan Traler Pameristah Pusat - Linnya (18 #d 19

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pansagatan Bary Hicl P,
Punsagatan Bary Hisl Lisrrya
Jusnlah Trinsfor Pumarietah Proviesi (23 id 24)
Total Pencapatan Transser (15 + 20+ 25)

LAINLAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendagatin Hibah
Pendagann Dand Danuae
Pardagatin Limya
Juslah Lukndain Pendapatan yang Sah (29 s 31)
JUMLAH PENDAPATAN (T + 26 + 32)

[BELANIA
[~ BELAMJA OPERASI

Pagawi
mm

v
Hbi
Bartuan Sosial

Jusluh Belanja Operusi (37 i &)

BELANJA NODAL

Buaria Tanah
Batarya Puraitan dan Masin
Bkarya Gadury dan Bangunan
Barya Jaban, g din Jingan
mel’mw
Asit Laivya
Jumlah Belanja Modal (46 aid 51)

BELANJATAX TERDUGA

ammn
Tk Tarduga (35 344 55)
BELAMJA (45 + 52 + 56)
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PENERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESENSER 20X1 dan 200

{Dala Rugiah)

Anggaran | Realisasi
0%t | 20%1 =

d

&

|

i

A

:

:
o |2
Bl (EzEE
H Bl
E ﬁsas

ElEEEEEEEEEREE
BlEEEE R R

Juslah Penerimaan (71 a/d 82)
PENGELUARAN PEMEIAYAAN
Pambentukan Dana Cad

B FEMBIAY AN NETO (83 - 21
Nnunmmquom
Sumber: PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

PESCEERERSEERARREE BEBIIIF NI e Rneanzeny &
{
i

£
E kkeessssﬁesae |§eesssssseees
E EFssssesssssa |§asasssssssss

E [EleleEEEEEEEERE
EoElelreraren s

B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos
berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan
saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun
sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
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C. Laporan operasional.
Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-
LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi
pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas
pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan
Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:
Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk
menjalankan pelayanan;
Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan
kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
Dinas perhubungan kota kupang tidak membuat Laporan Operasional yang
berbasis SAP, seharusnya laporan operasioanal diwajibkan untuk mencatat
retribusi yang diakui sebagai pendapatan daerah.
Seharusnya dinas perhubungan kota menerapkan Laporan Operasioanal sesuai

format pada tabel 5.7 sebagai berikut:
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Tabel 5.6

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUR TAMUN YANG BERAVMIA SAPAI DENOAN 21 DESEMNEER 20X asn 200D

E

3,

Kermkan

URALAN 20x Penenman

:

PENDAPATAN PERP AJAKAN
P tan Pajpk Penghasi

P Papk P han Nia dan Penjualan Barang Mewah
Pendapastan Paak Bumi dan Bangunan
Pendapaten Bea P Hak stas Tanah dan Bangunan

Pendapatan Cuka
Pendapatan Bea Masuk
Pendapstan Papk Ekspor
10 Pendapatan Paph L

R L N

" Jumiah Pendapatan Perpajakan ( 3 s/d 10 )

13| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAXK
14 Pendapstan Sumber Daya Alam

18 Pendapatan Bagan Pemerntan atas Laba
18 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lannys
"7 Jumilah Pendapatan Negam Bukan Pajak (M wd 16)

19] PENDAPATAN HIBAM
20 Pendapstan H.bah

21 Jurrdah Pendapatan 1 ibah (20)
JUMLAH PENDAPATAN (11«17 + 1)

BEBAN
Beban Pegaval
Betan Persedaon
Betan Jasa
Beban Pemelbaraan

SUNNERRUN

|
i

JUMLAN BEBAN (26 wd I6)

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37)

Sumius Penpalan Aset Nonlancar

Sumplus Penyelesaan Kewajban J angka Panang
Detut Pengalan Aset Nonlancer

Defwt Penyviesaian Kevajban Jangka Panpang
SumplusDetat dan Keg: Non Op I Lannys

JUMLAN SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPE RASIONALI42 w/d 48)

RE(EEEEE Ii REEREERNENRER Fli# IEIHB BEEEEEEREY

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 09 « 47)

POS LUAR HASA
Pendapatan Luar Basa
Beban Luar Basa

POS LUAR BIASA (5152)
SURPLUS/DEFISITLO (48+53)

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

EIIH B}HHH I! SRR EREEEEE Hﬂi IEIHB BlEEEREERE

Ellﬂ Ek!”" IE EEEEEEEREENES hlﬂ IEIH! BEEERERYE
EEEE EIHHH Bl EERREERURREEY QBER [EHEE (BEEEERERE

PERCBEEABSLERLEBENRRARER

(s

D. Laporan perubahan ekuitas.
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang—kurangnyapos—posEkuitas
awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode
bersangkutan dan koreksi—koreksiyang langsung menambah atau mengurangi
ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
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1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode —
periodesebelumnya;

2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Laporan Peubahan Ekuitas yang berbasis SAP seharusnya diterapkan juga oleh

Dinas Perhubungan Kota Kupang, karena Laporan Perubahan Ekuitas berguna

untuk Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode —

periodesebelumnya.

Berikut ini format Laporan Perubahan Ekuitas berdasarkan PP No. 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP):

Tabel 5.7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 | 20X0
1 |EKUITAS AWAL XXX XXX
2 |SURPLUSI/DEFISIT-LO XXX XXX
3 |DAMPAK KUMULATIF PERUBAMHAN KEBIJAKANKESALAHAN MENDASAR
4 KOREKS! NILAI| PERSEDIAAN XXX XXX
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX
6 LAIN-LAIN XXX XXX
7 |EKUITAS AKHIR XXX XXX

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

. Neraca.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas
mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta
mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam
menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara
aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi
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mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya
(aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset
nonlancar).

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca
menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset
dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima
atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan
jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih
dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2)
investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5)
investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8)
kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode
sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain
dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar
posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.

Neracayang berbasis SAP seharusnya diterapkan juga oleh Dinas Perhubungan
Kota Kupang,karenaDalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya
dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya
menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam

menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara
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aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi
mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya
(aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset
nonlancar).

Berikut ini format Neraca berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) :

Tabel 5.8

NERACA
PEMERINTAH PROVINSUKASUPATEN MOTA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Usrszan 20X1)| 20XO

£l 1 K da Perusahaan Negara
1 da Perusahaan Dacman
Eagian Lancar Pigan-n k-nada Pcm Pusat
12 Sagian Lancar Piny viah Daerah Lareya
13 Sagian Lancar Ta@nm M.lﬂn Angzuran
14 Sagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
15 Sagian lancar Tuniutan Gans Rugl
1e Putang Lainnya
Persediaan
13 J Asetl BsMdIT)
19 INVESTASI JANGKA PANJANG

:5“‘“'““'“"""E
5
g

HRBBERRRRRRRBHEE
KRB ERERREERAEREE

20 Investasi Nonpermanen

b4 | Pinjaman Kepada Perusahaan Negara ook | oaoex
b > Pinjaman Xepada Perusahaan Dacrah 200 2K
23 Pinjaman Xepada Pemerntah Dacrah Lakrrya soux | soox
24 Investasi dalam Surat Utang Negara ook | oax
xS Investas! datamn Proyek Pembangunan o | ook
2% Investasi Nonpermanaen Lamnya o0k | o
b g Jumiah in N (21 sJd 26) oo | xoex
23 investas Permanen

5 Penyeraan Modal Pemerintah Daerab oex | soex
30 Irwcm Permanen Lamnya o | ooex
31 n | Per (29 =ia oo | xoox
32 .lm'nhh Investasi Jangka Panjang (27 + 31) ook | xex
33 ASET TETAP

34 Tanah oox | oex
3s Peralatan dan Mesin oo | oex
& Gedung can Eangunan oo | soex
37 Jalan, ingas, dan Jaringan x| o
33 Aset Tetap Lainnya oox | oex
39 onsyuksi calam Pengernaan oo | oaoex
4C Akumulasi Penyusuean o) | Doex)
41 Jumiah Aset Tetap (34 s/d 40) oex | xoex
42 DANA CADANGAN

43 Dana Cacangan oex | oex
44 J lah Dana Cadangan {43) ok | xoex

45



PEMERINTAH PROVINSIMKASUPATEN MOTA
PER 31 DESENMBER 201 DAN 200

!

Urzan

Al

£ aasaonnnancasuuau:anrassws:acsssmw&wz!ssscsai

ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angs.ran
Tuntisan Perbendaharaan
Tuntuean Gand Rugi
Kamitiaan dengan Pihak Ketga
Asat Tak Barwjud
Aset Lain-Lain

Jumiah Aset Lainnya (46 sid 51)
JUMLAH ASET (13+32+41+44+52)

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGERA PENDEK
Uraag Perbitungan Flak Keuga (FFX)
Uraag Busga
Bagian Lancar Utang Dalas: Negers - Pemnerintah Pua:
Bagian Lancr Utang Dalan Negers - Pemnerintabh Daeralh Lunaya
Bagian Lancar Urang Dalss: Negen: - Obbgas
Bagian Lancar Utang Jangks Parjang Lainnya
Jemlah Kewaphbon |asgha Peadck (37 o/d 45)
REWAJIBAN JANGEA PANJANG
Urang Dalam Negeni - Pemerimiah Pace
Urang Dalaes Negeni - Permermiah Daerah Lannya
Urang Dulam Negeni - Lermbaga Kewangan Bank
Ukaag Dulams Negen - Lermbags Kecangan bukan Bank
Ukang jasghs Panjag Lamnya
Je=lah Kewapban |asgha Pasgany (48 o/d 73)
JUMLAH KEWAJIBAN (64 +74)
EXUITAS DANA
EXUITAS DANA LANCAR
Sixs Lebeh Pembayzan Angeean (SEPA)
Pendapaan yang Dessgpebian
Cadanges Persediazs
Elsstas Diana Lancar (78 o/d §2)
EXUITAS DANA INVESTASI
Diiovestaslan dalun Aset Tetap
Daovessckan dalun Aset Lannya
Jemmlah Elcsatas Diana Investad (85 o/d 88)
EXUITAS DANA CADANGAN
Je=lah Elsstas Dana Cadangan (%1)
JUMEAH EKUITAS DANA (83 4+ 89, 92)
JUMIAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75493)

HEEEEEE

E

Blegeeee |4

Elelele [s[Eees [E[Eesee
Pl [efEre flEae
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F. Laporan arus kas.

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan
dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap
periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan
keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan
laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan
umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah
dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah. Laporan arus kas yang
berbasis SAP seharusnya diterapkan juga oleh Dinas Perhubungan Kota
Kupang,karena memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan
datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang
telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat
pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode

pelaporan.
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Tabel 5.9
LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH RABUPATENHOTA
Uitk v Yideg Bisiihir Barrgdl Dangis 51 Dadim bir 2001 dan D10
Burlode Lasgiung
[Dalam Rupiat)
Mo, Uraian FLL

[N T R T,

1%

EELESLE N LEEE SR B BB EYEREEEE R

it B lar] Aksvitis Dpiricil

| i Masil Has
Pandapatan Payak Dusrah
Puaivkapalant Rstiibvcsi Damiady
Pufidkapatan Hasil Pusgelolasn Habayaan Daidah pang Dissahi
Lair-lain PAD yaing sahi

Eiibisiat Borgial
Balari Tak Tertuga
Eiyi Hasll Pajak
Bagyi Hashl Ratvitaisi
Eagi Hasll Pendagalan Lamya
Jurnlah Aris Keluss Has $20 sid 29)

Arus Rk Bersdh dari AlSvitic Opésici (13 - 30)
| Arus Kok dari Akt Invesiic At MonRouangas
v Masul Has

Prriveis il Prspuialian abas Tarah
Pl palan Patjuakan atas Pefaktan den Main
Pk palan Porjualin atas Oeding dan Banguinan
P paier Ponjuakan abad Aalen, I9gasi dan Jaringen
Pandapaien dan Panjualan Asal Talap
Puaiikapalan dar Paijuslan sl Ly
Jurnlah Arus Wasok Has §34 sid 39)
v Kiduis Has
Balaiy Tasuah
Balaiys Paralates dan Misin
Eslan Sadung dan Bafguna
Eslana Jalan, ingasi den Jafngan
Balaii Asal Tulap Lisnnya
Bakaing Aokl Lty
Jurmlah Arus Keluie Kas 42 aid 4T)

Srus Fin Blerssh diri ShSilics Ierilicii Sl Nonks {40 - 4E)

E|EEEEEEE E|EEEEEE BEESEEEEEEEE BEECECEEEEEERERE

E‘EEEEEEE E‘EEEEEE BEEEEEGEEEEE [BEEEEEEEEEEEEREE | B
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LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATENMOTA
Untuk Tabwn Yang Berahhir Sampal Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Nelode Langsung
(Oalam Rupish)
U aman 2x1

Arus Kas dari AbSvites Pembiayasn
[Asus Masuk Kas
Pancairan Dana Catangan
Hicad Penjuidan Kakayaan Dasrah yang Digisarkan
Pirgaman Dalam Negari - Pemarintah Pusat
Pirgaman Dalam Nogari - Pemariotah Dadh Lainmya
Pirgaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pirgaman Dalam Naegari - Leambaga Keuangan Bukan Bank
Pirgarman Dalam Nagari - Oblgasi
Piojarman Dalam Nageri - Lannya
Panerimain Kesbali Pijaman kipata Pausahaa Negara
Panérivain Kesbali Pinjaman kipata Perusaraan Daosh
Paneriasn Kembali Pinjaman képada Pemerintah Dasman Lanmya
Jumibah Arus Masch Kas (52 aid 6€2)
Arus Keluar Kas
Perraniukan Dana Catangan
Panpertaan Modal Pemerietan Dasran
Pambayiean Pokok Pingaman Dalam Nagari
Pambayiean Pokok Finjaman Dalam Nogari
Pambayiran Pokok Pinjaman Dalam Nogari
Pambayiran Pokok Pingaman Dalam Nageri
Pambayiran Pokok Fingaman Dalam Nagari - Oblgasi
Pambaysean Pokok Pirgaman Dalam Negari - Lainnya
Parmbasan Pirgaman bagada Poarvaahaan Negam
Parmbanan Pirgaman wepads Poruashaan Dasrah
Pembedan Pirgaman wepada Pemedniah Daerah Lanoya
Jumiah Arus Kelusr Kas (85 a/d 75)
Avus Kas Bersih dari AlSvitas Ponbiaysen (64 - T6)
(Arus Kis dorl AkSivitas Nosangoaran
[Arus Masuk Kas
Panenimasn Pemitungan Fihak Kaga (FFK)
Jumibah Arus Masch Kas (30 aid 30)
Arus Kelusr Kas
Pangaluanan Pehiungan Fhak Ketiga (PFK)
Jumibah Arus Kelusr Kas (33 aid 33)
Acus K Bersih dari AkSivites Nosanggaran (B1 - B4)
Kensikan/Perarunan Kas (31 + 8 + 7T - 85
Saldo Awal Kas di BUD
Sabdo Akhir Kas & BUD (86 + E7)
Salde Akhir Kas & Berdahars Pengelusran
Salde Akhir Kas & Bendahars Penerimasn
Saldo Akhir Kas (38 « 83 +90)

Pamarintah Pusat
Pamerintah Daeah Lanvya
Lembaga Kewangan Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank

CEEESRREER B IANF NI YN YR AR REER2BER YRR YBRYE| F
cleleklelelelele sl lelezzzssmEzss ppErrEmEnass
o P TPl TEETTTET I T

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

G. Catatan atas laporan keuangan.
Catatan atas laporan keuanganyang berbasis SAP seharusnya diterapkan juga
oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang,karena secara umum, struktur CaLK

mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
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1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala
dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan —
kebijakanakuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi —
transaksidan kejadian-kejadian penting lainnya;

5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan
keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas dan Neraca. .

Efektivitas sistem pencatatan akuntansi tidak bisa diukur karena dinas

perhubungan belum menerapkan standar akuntansi pemerintah.
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